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PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dianalisis di
atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan BPJS
Ketenagakerjaan di SD Mardi Yuana Bogor belum sepenuhnya terlaksana.
Fakta di lapangan menyatakan bahwa hanya lima belas (15) pekerja tetap
yang telah terdaftar dan menjadi peserta dalam Program Jaminan Hari Tua,
Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian
sedangkan dua belas (12) pekerja lainnya belum didaftarkan dalam Program
Program BPJS Ketenagakerjaan di SD Mardi Yuana Bogor belum
melaksanakan sepenuhnya Pasal 15 Butir (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi
kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja sebagi peserta
kepada BPJS sesuai dengan progam jaminan yang diikuti.
B. Saran
1. Bagi Yayasan Mardi Yuana Bogor sebaiknya mendaftarkan pekerja
lainnya dalam Program BPJS Ketenagakkerjaan, karena pekerja
lainnya juga berhak untuk menjadi peserta jaminan sosial sesuai
dengan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bagi BPJS Ketenagakerjaan seharusnya lebih intensif dalam

melakukan sosialisasi tentang program yang diselenggerakan dan
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perubahan-perubahan yang terjadi di dalam BPJS tersebut, sehingga
diharapkan peserta yang dalam hal ini pekerja tetap dan pemberi kerja
mengetahui manfaat apabila telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan
ataupun BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi Pemerintah seharusnya menjangkau sekolah sekolahr agar para
pekerja yang terdapat dalam sektor pendidikan tersebut terdaftar
menjadi peserta jaminan sosial, sehingga diharapkan para pekerja
mendapatkan hak mereka yaitu memiliki dasar hidup yang layak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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